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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu 

bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi 

pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas 

kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas 

laporan kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi 

pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas 

pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah 

ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian 

kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dicapai 

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun. 

Laporan Kinerja sebagaimana tersebut diatas berfungsi sebagai:  

1. Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.  

2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur 

pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat 

asas.  

3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi 

pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan 

sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.  

4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau 

kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi 

dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi 

kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi 

anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja. 
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5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur 

organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, 

metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan 

permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen 

pemerintahan secara berkelanjutan. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 

Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Paragraf 3 Biro Administrasi Pembangunan 

Pasal 68 Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi 

pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. 

Sehubungan dengan hal tersebut Biro Administrasi Pembangunan 

diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). 

Penyusunan LKIP Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024 dimaksudkan 

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program/kegiatan dari 

pencapaian kinerja, visi dan misi, realisasi pencapaian indikator kinerja 

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

Dasar hukum penyusunan LKIP Biro Administrasi Pembangunan adalah 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817);  

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 

tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026; 

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah. 
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1.2 GAMBARAN UMUM 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 

Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Paragraf 3 Biro Administrasi Pembangunan 

Pasal 71 Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi 

pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan 

menyelenggarakan fungsi: 

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah 

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah 

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di 

bidang; dan 

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah susunan organisasi Biro Administrasi Pembangunan 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas: 

a) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
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pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi 

pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

membawahi Subbagian Tata Usaha. 

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

melaksanakan tugas sebagai berikut : 

1. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

3. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang; dan 

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

b) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, 

Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten 

Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 
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wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan 

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III 

meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten 

Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.  

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 

dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan wilayah III; 

2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi 

pelaksanaan pembangunan wilayah III; 

3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi 

pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan 

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

c)  Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan 

pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah. 
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Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dalam pelaksanaan 

tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan 

pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan 

daerah; 

2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, 

pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan 

pembangunan daerah; 

3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, 

pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan 

pembangunan daerah; dan 

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

Struktur Organisasi mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 37 Tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah, struktur organisasi pada Biro Administrasi Pembangunan 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah 

  1.3.1 Sumber Daya Manusia 

Personel Biro Administrasi Pembangunan terdiri dari 30 (tiga 

puluh) pegawai, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang PNS 

dengan pendidikan 10 (sepuluh) orang Pascasarjana (S2), 11 (Sebelas) 

orang Sarjana (S1), 3 (tiga) orang SLTA dan 6 (enam) orang non-PNS 

(tenaga kontrak) dengan pendidikan 3 (tiga) orang Sarjana (S1) dan 3 

(tiga) orang SMA. Jurusan pendidikan bervariasi dari berbagai jurusan 

pendidikan. Dengan keterangan sebagai berikut: 

a. Aparatur Sipil Negara sebanyak  =  24 (dua puluh empat) orang 

b. Menurut Golongan: 

- Golongan IV   =     7 (tujuh) orang 

- Golongan III  =   17 (tujuh belas) orang 

- Golongan II   =      - 

c. Menurut Jabatan: 

- Eselon II/b  =     1 (satu)  orang 

- Eselon III/a  =    3 (tiga) orang 

- Eselon IV/a  =     1 (satu) orang 

KEPALA BIRO  ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEREKONOMIAN  

DAN PEMBANGUNAN  

KEPALA BAGIAN 

PELAPORAN PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN 

 

KEPALA BAGIAN 

PENGENDALIAN 

ADMINISTRASI PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN WILAYAH 

KEPALA BAGIAN 

PENGENDALIAN 

ADMINISTRASI 

PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

KASUBBAG  

TATA USAHA 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024 - Biro Administrasi Pembangunan 

BAB I 
9 

d. Menurut Pendidikan: 

- Sarjana S2  =  10 (sepuluh) orang 

- Sarjana S1  =  11 (sebelas) orang 

- SLTA  =    3 (tiga) orang 

e. Menurut Jenis Kelamin: 

- Laki-laki  =   12 (dua belas) orang 

- Perempuan =    12 (dua belas) orang 

f. Tenaga Kontrak sebanyak   =    5 (empat) orang 

- Laki-laki  =     4 (empat) orang 

- Perempuan =   1 (satu) orang 

 

1.3.2. Sumber Daya Keuangan 

Guna menunjang pelaksanaan tugas fungsi, pada Biro 

Administrasi Pembangunan tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran 

pagu awal dan perubahan sebesar Rp2.599.243.761 (Dua Milyar Lima 

Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga 

Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan 

Tengah memiliki 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 24 (dua puluh 

empat) sub kegiatan. 

 

1.3.3. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Daftar sarana prasarana Biro 

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
Sarana dan Prasarana Penunjang 

NO. JENIS PERLENGKAPAN JUMLAH KONDISI 
Lengkap Kurang Mencukupi Lainnya 

A. Alat Angkutan Darat Bermotor   
1. Mini Bus 1 Unit Mencukupi 
2. Sepeda Motor 12 Unit Mencukupi 

B. Alat Kantor   
1. Mesin Ketik Listrik 2 Buah Mencukupi 
2. Lemari Besi/Metal 7 Buah Mencukupi 
3. Brandkas 1 Buah Mencukupi 
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C. Alat Kantor Lainnya   
1. Alat Penghancur Kertas 1 Buah Mencukupi 
2. Alat Kantor Lainnya 1 Buah Mencukupi 

D. Meubelair   
1. Kursi Rapat 25 buah Mencukupi 

E. Alat Rumah Tangga Lainnya   
1. Camera Video 3 Buah Mencukupi 

F. Peralatan Komputer   
1. Komputer PC 25 Unit Mencukupi 
2. Note Book 17 Unit Mencukupi 

G. Peralatan Personal Komputer   
1. Printer 23 Buah Mencukupi 
2. Scanner 2 Buah Mencukupi 
3. External/Portable Hardisk 4 Buah Mencukupi 
4. Peralatan Personal Komputer Lainnya 12 Buah Mencukupi 

H. Peralatan Studio Audio   
1. Digital Audio Taperecorder 2 Buah Mencukupi 

I. Peralatan studio Video dan Film   
1. Layar Film/Projector 3 Buah Mencukupi 

J. Alat Studio Lainnya   
1. Alat Studio Lainnya 1 Buah Mencukupi 

K. Alat Komunikasi   
1. Alat Komunikasi Sosial Lainnya 7 Buah Mencukupi 

Q. Lainnya   
1. AC Buah Mencukupi 
2. Kursi Tamu 6 Set Mencukupi 
3. Meja Rapat 2 Set Mencukupi 
4. Meja Kursi Kerja 30 Set Mencukupi 

II. Prasarana Penunjang   
1. Kantor 1 

Ruangan 
Mencukupi 

 

 

1.4 ISU STRATEGIS 

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi 

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tak bias lepas 

dari isu-isu penting utamanya. Beberapa isu tersebut, yaitu: 

1. Terlaksananya himpunan laporan dan pengendalian kegiatan 

pembangunan yang dimulai sejak tahun 2008 dan terus berlanjut; 

2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana DAK, APBD, APBN untuk 

Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di 

Kabupaten/Kota yang sinergi dengan program strategis nasional yang 

disalurkan dari Kementerian ke instansi teknis. 

 

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan 

dan hambatan yang dihadapi yaitu : 

1. Tujuan pengendalian perumusan kebijakan rencana pembangunan 

daerah dan rencana dari Biro Administrasi Pembangunan kurang tercapai; 

2. Permintaan target pelaksanaan program kegiatan yang meningkat tidak 

dibarengi dengan perbaikan kualitas peningkatan kinerja, perbaikan 

kualitas perencanaan supaya pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang 

telah direncanakan; 
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3. kurangnya pemahaman tentang tupoksi yang baik dan benar sehingga 

pelaksanaan kegiatan masih jauh dari target yang diharapkan; 

4. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan jumlah dan 

kompetensinya dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah 

ditetapkan. 
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 BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

2.1 RENCANA STRATEGIS BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan merupakan 

penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Biro 

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 s.d 

tahun 2026. Rencana strategis Biro Administrasi Pembangunan ditujukan 

untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam 

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 s.d. tahun 2026. 

 

 1. V I S I 

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, masa 

bakti Tahun 2021-2026 dan telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi 

Kalimantan Tengah yaitu:   

 
“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Religius, 

Kuat, Amanah dan Harmonis.” 

 

Untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah, dan sesuai 

dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan 

Administrasi Pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, 

dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang 

berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui 

peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang 

akan datang. 

  Tugas Utama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah  

Provinsi Kalimantan Tengah adalah Membangun Pelayanan Aparatur 
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Pemerintah yang memenuhi azas tata kelola kepemerintahan yang baik 

dan pemerintahan yang bersih dalam melayani masyarakat / publik di 

Provinsi Kalimantan tengah. 

Sejalan dengan visi Gubernur tersebut Biro Administrasi 

pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, 

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, 

pelaporan pelaksanaan pembangunan. 

 

 2. M I S I 

a. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan 

Berwawasan Lingkungan 

b. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan 

Global 

c. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi 

Birokrasi 

d. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, 

Sehat dan Berdaya Saing 

e. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan 

Gender 

 

 3. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan yang hendak dicapai pada Biro Administrasi 

Pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang  mengacu 

kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan 

analisa strategis. 

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan pada Biro Administrasi 

Pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari 

tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Biro 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024 - Biro Administrasi Pembangunan 

BAB II 
14 

Administrasi Pembangunan tahun 2021 s.d tahun 2026 sebanyak 5 

(lima) sasaran strategis, meliputi: 

1. Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah yang 

akuntabel dalam melayani masyarakat/publik; 

2. Peningkatan pelaporan, analisis dan pengkajian pembangunan; 

3. Peningkatan pengendalian pembangunan daerah; 

4. Peningkatan pelayanan dan pengembangan data/informasi; 

5. Peningkatan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

  

4.  STRATEGI PENCAPAIAN 

Strategi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah 

sebagai berikut: 

Strategi Biro Administrasi Pembangunan 

1. Meningkatnya efektifitas dan kinerja melalui peningkatan tata kelola 

administrasi pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah; 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens terhadap 

pelaksanaan capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana 

pusat dan daerah; 

3. Meningkatkan kapasitas cakupan maupun kualitas pelaporan dan 

sinkronisasi data capaian realisasi keuangan melalui optimalisasi 

koordinasi dan fasilitasi pembinaan. 

 

Kebijakan Umum Biro Administrasi Pembangunan 

1. Meningkatkan kualitas data informasi dan pembangunan daerah 

untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan; 

2. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta 

melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan; 

3. Peningkatan akurasi data/informasi pembangunan untuk 

pengambilan kebijakan; 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkelanjutan 

dan dapat memberi solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan 

pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah. 
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 Berdasarkan visi, misi yang telah ditetapkan di atas, maka 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Biro Administrasi 

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

dituangkan dalam Tabel IKU. 

Tabel 2.1 
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 

 

NO. SASARAN RPJMD INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

CARA 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 

1. Tercapainya Target 
Pelaporan dan 
Sinkronisasi data 
Capaian realisasi 
keuangan yang 
bersumber dari 
dana pusat dan 
daerah 

Persentase data laporan dan 
sinkronisasi data capaian 
target  realisasi keuangan 
APBD, APBN  Provinsi/Kab/ 
Kota  serta pembangunan 
fisik prasarana se-
Kalimantan Tengah 

Jumlah dokumen 
data dan capaian 
realisasi keuangan 
dan pembangunan 
yang tepat waktu/ 
total dokumen  
x 100% 

Biro Administrasi 
Pembangunan  

Persentase penyajian data 
dan sinkronisasi data 
informasi tentang 
pembangunan daerah di 
Provinsi Kalimantan Tengah 

Jumlah dokumen 
data informasi 
tentang 
pembangunan 
daerah di Provinsi 
Kalimantan Tengah/ 
total dokumen  
x 100% 

2. Tercapainya 
Pelaporan dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Pengadaan 
Barang/Jasa yang 
dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah 
Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah 

Persentase data laporan dan 
sinkronisasi data capaian 
target pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa 
pemerintah yang bersumber 
dari dana APBD yang 
dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah di lingkungan 
Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah 

Jumlah paket yang 
dilaksanakan/ Jumlah 
Paket yang 
direncanakan  
x 100% 

Biro Administrasi 
Pembangunan  

 

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2024 

Indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja 

yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Rencana Kinerja disusun Biro Administrasi Pembangunan yang 

disesuaikan dengan Rencana Strategis sehingga mendukung Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Perjanjian Kinerja berisi target Renstra 

Biro Administrasi Pembangunan tahun 2024 dimana kegiatan pokok/utama 

adalah meningkatnya cakupan layanan dalam pelaporan yang bersumber 
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dari dana pusat dan daerah dan meningkatnya pemanfaatan dan 

pengelolaan data informasi pembangunan. 

Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2024 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1 Tercapainya Target Pelaporan 
dan Sinkronisasi data Capaian 
realisasi keuangan yang 
bersumber dari dana pusat dan 
daerah 

Persentase data laporan dan 
sinkronisasi data capaian target  
realisasi keuangan APBD, APBN  
Provinsi/Kab/ Kota  serta pembangunan 
fisik prasarana se-Kalimantan Tengah 

100% 

Persentase penyajian data dan 
sinkronisasi data informasi tentang 
pembangunan daerah di Provinsi 
Kalimantan Tengah 

100% 

2 Tercapainya Pelaporan dan 
Sinkronisasi Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa yang 
dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah 

Persentase data laporan dan 
sinkronisasi data capaian target 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
pemerintah yang bersumber dari dana 
APBD yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah 

98% 
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Adapun perhitungan capaian kinerja mencakup prosentase capaian target dari 

masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui realisasi yang dicapai. 

Perlunya ditetapkan cara pengukuran kinerja sebagai bukti bahwa keberhasilan 

pelaksanaan kinerja di Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi 

Kalteng sudah akuntabel dan pembanding bagi proses pengukuran kinerja untuk 

tahun berikutnya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian 

sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut: 

1. JIka semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah 

semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah: 

 %Capaian =
Realisasi Kinerja

Target Kinerja
x 100%   

           

2. Jika semakin rendah realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah 

semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah: 

%Capaian =
Rencana − (Realisasi − Rencana)

Target Kinerja
x 100% 

 

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan 

Rencana Kerja (Renja). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja 

sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja yang ingin 

diketahui melalui pengukuran kinerja adalah adanya kesinambungan atau sinergi 

antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja 

utama yang telah ditetapkan.  

Setelah capaian kinerja telah diukur selanjutnya dilakukan Penilaian Kinerja 

Organisasi (PKO). PKO adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 

pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai 

tujuan dan sasaran organisasi, terdapat 5 (lima) predikat yang digunakan untuk 

menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi dengan 

mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atas Entitas Akuntabilitas 

Kinerja yang dinilai, sebagaimana tercantum pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.1 
Predikat PKO 

Nilai Kinerja Organisasi 
(PKO) 

Predikat PKO Warna 

ISTIMEWA  X > 100%  

BAIK 80% < X ≤ 100%  

BUTUH PERBAIKAN 60% < X ≤ 80%  

KURANG 20% < X ≤ 60%  

SANGAT KURANG 0% < X ≤ 20%  
Sumber: Permenpan Nomor 22 Tahun 2024 

 

Selanjutnya, setiap  predikat  PKO  memiliki  makna  yang menggambarkan  

tingkatan  kualitas  capaian  kinerja  organisasi. Terjemahan pada setiap predikat 

adalah sebagai berikut:   

Tabel 3.2 
Interpretasi Predikat PKO 

Predikat Kinerja Organisasi Interpretasi 

ISTIMEWA 
Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat 
memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh 
bagi organisasi/unit lain. 

BAIK 
Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat 
baik dan sesuai ekspektasi. 

BUTUH PERBAIKAN 
Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup 
baik namun masih dibawah ekspektasi/target. 

KURANG 
Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang 
dan masih dibawah ekspektasi/target. 

SANGAT KURANG 
Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat 
kurang dan dibawah ekspektasi/target. 

 

Adapun predikat  akuntabilitas  kinerja  Instansi  Pemerintah  menjadi  faktor 

koreksi  besaran  capaian  perjanjian  kinerja  yang  disampaikan melalui  laporan  

kinerja.  Semakin  tinggi  predikat  akuntabilitas kinerja  Instansi  Pemerintah  

menunjukkan  bahwa  manajemen kinerja  organisasi  semakin  baik,  sehingga  

semakin  tinggi  pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin 

rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula  

capaian  perjanjian  kinerja  yang  diakui  sebagaimana  yang tertera pada gambar 

berikut: 
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Tabel 3.3 

Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja  

Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
 

Predikat AKIP Interpretasi Keterangan 

AA 
0% Pada Tahun 2024 Predikat 

akuntabilitas kinerja Instansi 
Pemerintah Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah adalah “B” (63,35 

kategori baik) dengan koreksi 
capaian PK setelah 

normalisasi sebesar 15% 

A 

BB 10% 

B 15% 

CC 20% 

C 
30% 

D 

 

Dalam melaksanakan PKO, perlu memperhatikan prinsip pelaksanaan untuk 

memastikan hasil penilaian reliable dan dapat diandalkan. Adapun prinsip yang dimaksud 

antara lain: 

a. Berorientasi hasil, menggambarkan kondisi terkait tingkatan nilai kinerja 

organisasi; 

b. Berkelanjutan, pelaksanaan penilaian kinerja didukung dengan pengumpulan 

data yang berlangsung secara terus menerus sepanjang tahun; 

c. Objektif, pelaksanaan penilaian kinerja yang dilakukan dapat diukur dan 

dilakukan pengujian oleh pihak lain untuk memastikan kebenaran hasil penilaian; 

d. Adil, penilaian dilakukan berdasarkan ukuran kinerja atau standar yang telah 

ditetapkan dan sasaran yang jelas; 

e. Transparan, penilaian kinerja menggunakan parameter pengukuran dan sumber 

data yang jelas serta dilakukan secara terbuka; 

f. Akuntabel, pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan 

kriteria dan prosedur yang jelas; dan 

g. Periodik, penilaian kinerja dilakukan secara berkesinambungan dalam kurun 

waktu yang tetap. 

 

2.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja  

Evaluasi Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 selanjutnya akan disajikan sebagai berikut: 

1. Target kinerja dalam perjanjian kinerja 

Berdasarkan perjanjian kinerja Biro Administrasi Pembangunan, maka target 

kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 dapat dicermati sebagaimana Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Target Kinerja 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 2 3 4 5 

1. Tercapainya Target Pelaporan 
dan Sinkronisasi data Capaian 
realisasi keuangan yang 
bersumber dari dana pusat dan 
daerah 

1. Persentase data laporan dan 
sinkronisasi data capaian target  
realisasi keuangan APBD, APBN  
Provinsi/Kab/ Kota  serta 
pembangunan fisik prasarana se-
Kalimantan Tengah 

 

% 100 

2. Persentase penyajian data dan 
sinkronisasi data informasi tentang 
pembangunan daerah di Provinsi 
Kalimantan Tengah 

 

% 100 

2. Tercapainya Pelaporan dan 
Sinkronisasi Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa yang 
dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah 

3. Persentase data laporan dan 
sinkronisasi data capaian target 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
pemerintah yang bersumber dari 
dana APBD yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah 

% 98 

Sumber: PK Biro Administrasi Pembangunan 2024 

 

2. Penilaian Kinerja Organisasi 

Biro Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah memiliki Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja 

pada masing-masing indikator sebagai berikut: 
 

Tabel 3.5 Penilaian Kinerja  

No Sasaran strategis Indikator kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 

1 Tercapainya Target 
Pelaporan dan 
Sinkronisasi data 
Capaian realisasi 
keuangan yang 
bersumber dari dana 
pusat dan daerah 

1.  Persentase data laporan dan 
sinkronisasi data capaian target  
realisasi keuangan APBD, 
APBN  Provinsi/Kab/ Kota  
serta pembangunan fisik 
prasarana se-Kalimantan 
Tengah 
 

% 100 100 100% 

2. Persentase penyajian data dan 
sinkronisasi data informasi 
tentang pembangunan daerah 
di Provinsi Kalimantan Tengah 
 

% 100 100 100% 

2 Tercapainya 
Pelaporan dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Pengadaan 
Barang/Jasa yang 
dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah 
Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah 

1. 
 

Persentase data laporan dan 
sinkronisasi data capaian target 
pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang 
bersumber dari dana APBD 
yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah 

% 98 92,13 94,01% 
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Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah terakhir 

yang dikeluarkan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjuk sebagai 

evaluator internal, predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah “B” (63,35 kategori baik) dengan 

koreksi capaian PK setelah normalisasi sebesar 15%. 

 Hasil perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Biro Administrasi 

Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dijabarkan pada 

tabel 3.6. 

Tabel 3.6 
Matriks Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 

N
o 

Sasaran 
strategis 

Indikator kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 
Normalisasi 
Capaian PK 

(1) 

Koreksi 
Normalisasi 
Capaian PK 
berdasarkan 
Predikat AKIP 

(2) 

"Nilai Akhir 
Capaian PK 

(3) 

1 Tercapainya 
Target 
Pelaporan 
dan 
Sinkronisasi 
data Capaian 
realisasi 
keuangan 
yang 
bersumber 
dari dana 
pusat dan 
daerah 

1  Persentase data 
laporan dan 
sinkronisasi data 
capaian target  
realisasi keuangan 
APBD, APBN  
Provinsi/Kab/ Kota  
serta pembangunan 
fisik prasarana se-
Kalimantan Tengah 

% 100 100 100 100 15% 85% 

2 Persentase 
penyajian data dan 
sinkronisasi data 
informasi tentang 
pembangunan 
daerah di Provinsi 
Kalimantan Tengah 

% 100 100 100 100 15% 85% 

2 Tercapainya 
Pelaporan 
dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
yang 
dilaksanakan 
oleh 
Perangkat 
Daerah 
Pemerintah 
Provinsi 
Kalimantan 
Tengah 

1 Persentase data 
laporan dan 
sinkronisasi data 
capaian target 
pelaksanaan 
pengadaan 
barang/jasa 
pemerintah yang 
bersumber dari 
dana APBD yang 
dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah 
di lingkungan 
Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah 

% 98 92,13 94,01 94,01 15% 79,91 

 
Total Capaian PK  249,91% 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK 83,30% 

Predikat PKO Baik 

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan 2024 

 
Setelah melakukan perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Biro 

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan 

mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 level diatasnya yaitu Sekretaris 
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Daerah. Maka Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) yang diperoleh Biro 

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan Baik 

sesuai dengan ekspektasi yang disampaikan pimpinan melalui aplikasi 

ekinerja.bkn.go.id.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pengukuran capaian kinerja dengan tahun sebelumnya 

Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. 

Tabel 3.7 
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024                                          

 

No Indikator Kinerja Utama Satuan 
Tahun 2023 Tahun 2024 

Ket 
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Persentase data laporan 
dan sinkronisasi data 
capaian target  realisasi 
keuangan APBD, APBN  
Provinsi/Kab/ Kota  serta 
pembangunan fisik 
prasarana se-Kalimantan 
Tengah 
 

% 100 100 100,00 100 100 100  

2 Persentase penyajian data 
dan sinkronisasi data 
informasi tentang 
pembangunan daerah di 
Provinsi Kalimantan Tengah 
 

% 100 100 90,07 100 100 100  

3 Persentase data laporan 
dan sinkronisasi data 
capaian target 
pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah 
yang bersumber dari dana 
APBD yang dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah 

% 95 89,14 93,83 98 92,13 94,01  

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng, 2024, data primer 

 

 

Gambar 3.1 
Kurva Distribusi Predikat Kinerja Pegawai dengan Capaian Kinerja 

Organisasi Baik 
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4. Membandingkan pengukuran kinerja dengan target dalam rencana strategis 

Berikut disajikan perbandingan pengukuran kinerja dengan target dalam rencana 

strategis. 

Tabel 3.8 
Realisasi Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Berdasarkan Rencana Strategis 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Target (Tahun) 

2022 2023 2024 2025 2026 

Tercapainya Target 
Pelaporan dan Sinkronisasi 
data Capaian realisasi 
keuangan yang bersumber 
dari dana pusat dan 
daerah 

1. Persentase data laporan dan 
sinkronisasi data capaian 
target  realisasi keuangan 
APBD, APBN  Provinsi/Kab/ 
Kota  serta pembangunan fisik 
prasarana se-Kalimantan 
Tengah 

 
% 

100 100 100 100 100 

Realisasi  100 100 100   

Capaian  100 100 100   

2. Persentase penyajian data dan 
sinkronisasi data informasi 
tentang pembangunan daerah 
di Provinsi Kalimantan Tengah 

% 100 100 100 100 100 

Realisasi  80,25 100 100   

Capaian  80,25 100 100   

2022 2023 2024

Capaian Kinerja 81.25 83.25 83.30

80

80.5

81

81.5

82

82.5

83

83.5

Capaian Kinerja Biro Administrasi 
Pembangunan Per Tahun 

Gambar 3.2 

Diagram Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Per Tahun 

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng, 2024, data primer 
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Tercapainya Pelaporan 
dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa yang 
dilaksanakan oleh 
Perankat Daerah 
Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah 

3. Persentase data laporan dan 
sinkronisasi data capaian 
target pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa 
pemerintah yang bersumber 
dari dana APBD yang 
dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah 

% 90 95 98 100 100 

Realisasi  95,86 89,14 92,13   

Capaian  106,51 93,83 94,01   

Sumber: Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng, 2022, data primer 

 

5. Membandingkan pengukuran kinerja dengan target dalam pembangunan jangka 

menengah 

Tabel 3.9 
Realisasi Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Berdasarkan RPJMD 2021-2026 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Target (Tahun) 

2022 2023 2024 2025 2026 

Tercapainya Target 
Pelaporan dan 
Sinkronisasi data 
Capaian realisasi 
keuangan yang 
bersumber dari dana 
pusat dan daerah 

1. Persentase data laporan dan 
sinkronisasi data capaian 
target  realisasi keuangan 
APBD, APBN  Provinsi/Kab/ 
Kota  serta pembangunan fisik 
prasarana se-Kalimantan 
Tengah 

 
 

100 100 100 100 100 

Realisasi  100 100 100   

Capaian  100 100 100   

2. Persentase penyajian data dan 
sinkronisasi data informasi 
tentang pembangunan daerah 
di Provinsi Kalimantan Tengah 

 100 100 100 100 100 

Realisasi  80,25 100 100   

Capaian  80,25 100 100   

Tercapainya Pelaporan 
dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa yang 
dilaksanakan oleh 
Perankat Daerah 
Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah 

3. Persentase data laporan dan 
sinkronisasi data capaian 
target pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa 
pemerintah yang bersumber 
dari dana APBD yang 
dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah 

 90 95 98 100 100 

Realisasi  95,86 89,14 92,13   

Capaian  106,51 93,83 94,01   

Capaian Kinerja 81,25 
(Baik) 

83,25 
(Baik) 

83,30 
(Baik) 

  

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng, 2022, data primer 
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Perumusan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan 

dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam mendukung keberhasilan 

capaian kinerja. Indikator Kinerja Biro Organisasi telah mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD yang secara langsung menunjukkan progress kinerja yang telah dan akan dicapai 

dalam jangka waktu  5 (lima) tahun.  

 
Indikator Kinerja Utama pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan 

Tengah terdiri sebagai berikut :  

 

 

 

 

 
Capaian indikator kinerja Persentase data laporan dan sinkronisasi data 

capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta 

pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah dilaksanakan pada pendanaan 

subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, 

Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN dan 

Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah. 

Indikator kinerja ini terlaksana dengan adanya koordinasi dan fasilitasi terhadap 

monitoring, evaluasi dan penyerapan anggaran dana APBD dan APBN pada 

Kabupaten/Kota dan Provinsi, proses analisis dan kompilasi data dan informasi 

serapan anggaran, identifikasi dan analisis kendala permasalahan pelaksanaan 

pembangunan yang berjalan serta capaian kegiatan fisik prasarana pendanaan 

APBD dan APBN strategis dan non strategis pada wilayah I, II dan III se-Kalimantan 

Tengah.  

Jumlah persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi 

keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-

Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 100,00% 

dihitung dari Jumlah dokumen data dan capaian realisasi keuangan dan 

pembangunan yang tepat waktu/total data keseluruhan x 100%. 

 

 

 

 

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target  realisasi keuangan 

APBD, APBN  Provinsi/Kab/ Kota  serta pembangunan fisik prasarana se-

Kalimantan Tengah 

IKU .1 

IKU .1  
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Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) merupakan aplikasi 

dari Kementerian Sekretariat Negara untuk menyediakan data/informasi dalam 

menggambarkan keadaan pembangunan di daerah yang sesungguhnya dalam 

rangka memberikan dukungan teknis kepada presiden/wakil presiden, pimpinan K/L 

dan Kepala Daerah. Sistem ini menyajikan data informasi tentang pembangunan 

daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dengan persentase capaian sampai 

dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 100% dari target 100% diukur dari 

jumlah penyampaian data yang disampaikan oleh SOPD Provinsi maupun Vertikal.  

 

 

 

 

 

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah baik tender/nonseleksi maupun nontender/nonseleksi bertujuan 

untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan 

diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia serta 

mendorong pemerataan ekonomi. Kualitas pekerjaan setelah pelaksanaan 

pengadaan perlu diperhatikan meskipun ada upaya percepatan penyerapan 

anggaran sehingga tercapai kuantitas dan kualitas yang tepat. Seluruh Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan tidak hanya mengejar target 

penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan yang 

dilaksanakan.  

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Tengah tahun 2024 sebesar 92,13% dihitung dari jumlah paket yang dilaksanakan 

dibagi dengan jumlah paket yang direncanakan.  

Capaian persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD 

Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan 
daerah di Provinsi Kalimantan TengahPersentase data laporan dan sinkronisasi 

data capaian target  realisasi keuangan APBD, APBN  Provinsi/Kab/ Kota  serta 
pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah 

IKU .2  

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 

IKU .3  
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yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah tahun 2024 belum memenuhi target yang direncanakan yaitu 

sebesar 94,01% dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar 92,13% dibandingkan 

dengan target awal tahun 2024 sebesar 98%. Hal ini dikarenakan ada 178 (seratus 

tujuh puluh delapan) paket pada beberapa Perangkat Daerah yang tidak 

dilaksanakan. 

 

3.3   REALISASI ANGGARAN 

  Dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksinya, Biro Administrasi 

Pembangunan pada tahun 2024 didukung oleh anggaran yang bersumber dari 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 

tahun 2024 sebesar Rp2.599.243.761,00 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran (DPPA-SKPD) tahun 2024 tetap sebesar Rp2.599.243.761,00. Alokasi 

anggaran dan realisasi keuangan tahun 2021 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada 

Tabel 3.10 dan Gambar 3.1 di bawah ini: 

 

Tabel 3.10 
Alokasi Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2024 

NO 
ALOKASI 

ANGGARAN 

TAHUN (Rp)  

2021 2022 2023 2024 

1. Pagu 
Perubahan  

(Rp) 

3.890.237.150,00 3.256.175.000,00 2.978.662.908,00 2.599.243.761,00 

2. Realisasi 
Keuangan  

(Rp) 

2.415.414.157,00 2.890.676.029,00 2.878.200.936,00 2.514.503.243,00 

3. Prosentase 
Realisasi  

(%) 

62,09% 88,78% 96,63% 96,74% 

Sumber: DPPA-SKPD Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2024 
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Capaian realisasi keuangan pada Biro Administrasi Pembangunan tahun 

2024 sebesar Rp2.514.503.243,00 (96,74%) dari pagu perubahan sebesar 

Rp2.599.243.761,00. Adapun capaian realisasi program dan kegiatan yang 

mendukung terlaksananya indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2024 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.11 

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 

No Program Kegiatan 
Anggaran-P 

2024 
(Rp.) 

Realisasi Keuangan 2024 

(Rp) (%) 

1. Program Kebijakan Administrasi 
Pembangunan 
 

1.300.000.000 1.262.872.712 97,14 

1. 

Kegiatan Pengendalian 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

800.000.000 783.627.021 97,95 

1.1 

Sub Kegiatan 
Pengendalian Administrasi 
Pelaksanaan 
Pembangunan APBD 

303.000.000 296.792.559 97,95 
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Gambar 3.4 

Realisasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2024 
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1.2 

Sub Kegiatan 
Pengendalian Administrasi 
Pelaksanaan 
Pembangunan APBN 

147.000.000 138.954.425 94,53 

1.3 

Sub Kegiatan 
Pengendalian Administrasi 
Pelaksanaan 
Pembangunan Wilayah 

350.000.000 347.880.037 99,39 

2. 
Kegiatan Pelaporan 
Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

500.000.000 479.245.691 95,85 

 2.1 
Sub Kegiatan Analisis 
Capaian Pembangunan 
Daerah 

150.000.000 148.218.300 98,81 

 2.2 
Sub Kegiatan Pelaporan 
Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

150.000.000 141.274.275 94,18 

 2.3 

Sub Kegiatan Fasilitasi 
Perumusan Kebijakan 
Teknis Pembangunan 
Daerah 

200.000.000 189.753.116 94,88 

 
 Secara umum program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung tercapainya 

indikator kinerja telah direalisasikan hampir mencapai target yakni sebesar 97,14%. 

Adapun anggaran yang tidak direalisasikan berupa kegiatan makan minum rapat yang 

tidak terlaksana, Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 

Panitia, Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dan yang lainnya berupa selisih 

harga antara pagu dan realisasi. Capaian realisasi fisik pada Program Kebijakan 

Administrasi Pembangunan adalah sebesar 97,49%. 
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 BAB IV 

P E N U T U P 

 

Menelaah tupoksi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, terdapat beberapa hal yang cukup visioner 

dalam hal fungsi biro tersebut, yaitu mencakup adanya amanat dari Pemerintah 

Daerah dalam rangka memfokuskan bidang-bidang pembangunan daerah di 

Kalimantan Tengah untuk mencapai target-target pembangunan pada tataran 

makro/bidang, bukan hanya tataran mikro yaitu program dan kegiatan sejalan 

dengan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026, dan visi dan misi Gubernur Kalimantan 

Tengah. 

Dari hasil realisasi dan analisis kinerja kegiatan serta pencapaian sasaran 

kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada 

tahun 2024 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang telah memenuhi target dan 1 

(satu) indikator kinerja yang capaiannya masih dibawah dari target yang telah 

ditetapkan. Dalam proses pencapaian kinerja kedepan diharapkan seluruh 

aparatur Biro Administrasi Pembangunan lebih profesional dalam pengelolaan 

sasaran kinerja Biro sehingga indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang 

diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan dan target jangka menengah 

yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.  

 

4.1 TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN 

a. Meningkatkan kualitas pelaporan dan kajian pembangunan melalui 

monev kegiatan berjalan dengan meningkatkan koordinasi, fasilitasi, 

pembinaan  dan pelaksanaan prinsip good governance; 

b. Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan daerah melalui 

sinkronisasi aspek pengendalian pembangunan dari aspek perencanaan; 

c. Penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung  kualitas 

percepatan pelayanan publik, dan 

d. Meningkatkan pengembangan data/informasi. 
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2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3.886.958.150 3.256.175.000 2.978.662.908 2.599.243.761 2.413.584.157 2.890.676.029 2.878.200.936 2.514.503.243

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 1.172.292.000 1.272.511.600 1.040.842.807 1.299.243.761 783.623.007 990.024.479 986.637.468 1.251.630.531

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.210.000 29.489.000 29.943.000 16.179.789 15.423.000 17.878.000 22.101.250 13.732.250

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.600.000 8.304.000 8.472.000 4.620.000 9.745.000 5.245.000 5.936.000 4.612.625

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 0 2.002.000 1.980.000 1.980.000 0 875.000 900.000 1.958.900

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 0 2.288.000 2.310.000 2.381.300 0 1.000.000 1.650.000 0

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD 0 2.860.000 2.904.000 1.544.000 0 1.875.000 2.220.000 1.543.875

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD 0 3.146.000 3.168.000 1.740.000 0 1.375.000 2.340.000 1.739.800

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD
0 3.279.000 3.345.000 1.814.000 0 1.830.000 2.688.250 1.813.150

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.610.000 7.610.000 7.764.000 2.100.489 5.678.000 5.678.000 6.367.000 2.063.900

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.830.000 17.818.000 13.979.400 816.000 4.576.000 14.598.000 11.868.075 815.900

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.530.000 3.530.000 3.601.500 0 1.920.000 1.920.000 2.680.000 0

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD
3.300.000 14.288.000 10.377.900 816.000 2.656.000 12.678.000 9.188.075 815.900

Administrasi Umum Perangkat Daerah 472.671.000 514.407.000 438.453.848 747.681.961 314.171.900 473.928.150 412.116.496 724.230.826

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.921.000 140.921.000 143.777.200 336.310.600 106.945.400 109.784.750 127.407.850 319.709.675

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.750.000 40.000.000 40.811.400 25.302.661 18.920.000 32.920.000 32.249.450 23.041.275

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 306.000.000 333.486.000 253.865.248 328.375.000 188.306.500 331.223.400 252.459.196 325.452.085

Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 13.700.000 0 0 0 13.530.000

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 43.993.700 0 0 0 42.497.791

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 621.591.000 665.797.600 512.553.759 494.795.011 417.773.907 446.450.529 501.967.847 484.050.630

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 67.000.000 177.660.000 181.264.500 177.660.000 50.279.000 162.855.000 181.100.250 177.660.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 139.000.000 139.000.000 141.969.259 0 86.591.620 137.093.610 132.417.125 0

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 415.591.000 349.137.600 189.320.000 317.135.011 280.903.287 146.501.919 188.450.472 306.390.630

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 44.990.000 45.000.000 45.912.800 39.771.000 31.678.200 37.169.800 38.583.800 28.800.925

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

20.000.000 20.000.000 20.405.800 14.264.000 13.988.200 16.444.800 19.313.800 13.454.250

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.990.000 25.000.000 25.507.000 25.507.000 17.690.000 20.725.000 19.270.000 15.346.675

PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.714.666.150 1.983.663.400 1.937.820.101 1.300.000.000 1.629.961.150 1.900.651.550 1.891.563.468 1.262.872.712

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.043.741.450 1.085.953.400 1.045.275.101 800.000.000 879.777.950 1.051.118.450 1.017.580.594 783.627.021

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 273.532.500 354.646.500 355.007.300 303.000.000 223.068.500 338.732.850 337.891.100 296.792.559

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 288.086.500 212.609.900 216.862.000 147.000.000 242.864.800 204.671.900 211.880.850 138.954.425

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 482.122.450 518.697.000 473.405.801 350.000.000 413.844.650 507.713.700 467.808.644 347.880.037

1 2

URAIAN

65

ANGGARAN

93 7

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

REALISASI ANGGARAN

4 8
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URAIAN

65

ANGGARAN

93 7

REALISASI ANGGARAN

4 8

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.670.924.700 897.710.000 892.545.000 500.000.000 750.183.200 849.533.100 873.982.874 479.245.691

Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 200.000.000 180.000.000 132.600.000 150.000.000 138.413.400 179.550.000 132.026.250 148.218.300

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 200.000.000 205.000.000 132.600.000 150.000.000 158.485.000 157.273.100 132.599.750 141.274.275

Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 1.270.924.700 512.710.000 627.345.000 200.000.000 453.284.800 512.710.000 609.356.874 189.753.116
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